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Sikap ini mensinyalir bahwa sistem budaya itu dinilai tidak cu-
kup kuat lagi untuk menjadi landasan sistem sosial sebagai aki-
bat terjadinya perubahan pada lapisan (landasan) material ke-
budayaan tersebut. Konsekuensi dari sikap seperti itu akan me-
nimbulkan pandangan yang sangat apriori terhadap kebudayaan
seperti antara lain: pertama, memandang kebudayaan itu sema-
cam entropi, di mana sistem nilai budaya tradisional masih ada
tetapi dianggap kehilangan dayanya untuk memotivasi dan me-
ngontrol sistem sosial yang ada saat ini. Kedua, memandang sis-
tem nilai budaya itu telah tiada/musnah dalam alam kognitif
dan normatif manusia, dan dianggap hanya tinggal peranannya
sebagai embel-embel belaka dan terbatas berfungsi sebagai hias-
an fungsional lagi terhadap cara pikir dan cara tingkah laku
walaupun masih dapat menentukan bagaimana seseorang atau
sekelompok orang memperlihatkan diri. Ibarat drama, kebuda-
yaan tidak lagi berfungsi sebagai skenario, tidak juga sebagai
performance di atas pentas, tetapi hanya sebagai decor theatral,
atau setting yang diperlukan hanya untuk menciptakan suasana.
Pada titik itu kebudayaan dipandang berhenti sebagai pandang-
an hidup dan dianggap hanya berperanan sebagai gaya hidup.
Ketiga, kebudayaan dipandang atas cara yang serba estetis:
tradisi, dihayati tidak terutama sebagai landasan kosmologis dan
landasan etis kebudayaan, tetapi lebih dipandang dengan selera
estetis. Kebudayaan dianggap seakan-akan suatu fashion yang
nilainya dipertaruhkan dalam kadar pembaruannya.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasi-
onal pada hakikatnya juga mencakup upaya-upaya mempertaut-
kan antara bentuk kebudayaan tersebut. Langkah inventarisasi
berkisar pada pengumpulan bahan-bahan kebudayaan yang be-
rupa nilai-nilai yang seringkali masih terkemas dan tercecer
di wilayahnya. Selanjutnya diadakan dokumentasi untuk di-
informasikan secara luas. Demikian dalam upaya mengkaji
naskah-naskah tradisional, seperti lontar Bali juga bertujuan
menggali, dan selanjutnya menginformasikannya ke seluruh
Indonesia.
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5.2. Relevansi dan Peranan Nilai ’Dharma Sasana”

Secara umum dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang ter-
kandung dalam “Dharma Sasana’’ cukup relevan dan berperanan
bagi upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan na-
sional. Kendatipun terdapat sifat-sifat intuitif, imajinatif bahkan
sifat-sifat fiktif di dalam cara penuangannya, secara akumulatif
pikiran, gagasan serta ide-ide yang terdapat dalam “Dharma
Sasana’” tampaknya dapat memperkokoh eksistensi dari kebu-
dayaan nasional. Uraian selanjutnya diharapkan dapat mem-
perlihatkan keterpautaannya.

Nilai Kepemimpinan

Pola interaktif yang berasaskan pada hubungan keseraian
dan keseimbangan antara pemimpin dan rakyat merupakan
esensi penting yang ditandaskan di dalam brata kepemimpinan.
Dari enam kelas butir brata kepemimpinan yang ditandaskan
dalam ’’Dharma Sasana’’, sekurang-kurangnya ada lima prinsip
utama yang mengacu Xepada asas hubungan tersebut di atas,
yaitu sikap keberanian (ksatria), keadilan, kecermatan (dan
atau mawas diri), kesederhanaan dan sikap bermusyawarah.

Sikap keberanian (ksatria) mencakup sikap tegas dan
pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan baik
yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun yang datang
dari luar. Menegakkan kebenaran merupakan prinsip yang
esensial dalam sikap tersebut. Jika pada masa revolusi fisik
dalam menegakkan cita-cita proklamasi kemerdekaan sikap
keberanian (ksatria) itu menjadi pendorong semangat per-
juangan menentang kekuatan penjajah. Pada saat ini dalam
menegakkan dan mengisi cita-cita kemerdekaan, sikap ke-
beranian (ksatria) diarahkan sebagai pendorong semangat
dalam pembangunan. Tantangan yang dihadapi dalam era
pembangunan ini adalah sangat berat, dan oleh karenanya di-
perlukan mental yang tangguh. Di Dalamnya mencakup ke-
beranian untuk mengambil, melaksanakan, dan menegakkan
keputusan yang telah ditetapkan.



126

Sikap adil mencakup adanya rasa aman, tenteram dan
rasa puas kepada semua pihak, baik jasmani maupun rohani.

Sikap cermat (dan atau mawas diri) mencakup kemampuan
untuk mengantisipasi setiap perkembangan.

Sikap sederhana adalah sikap yang menjunjung tinggi
asas ’tepat guna”. Bagi penampilan gaya hidup, sikap hidup se-
perti ini dapat dihindari munculnya kecemburuan sosial, sedang-
kan dalam pemanfaatan sumber daya lebih mengacu kepada
pemanfaatan yang berasas guna dan efektif.

Sikap bermusyawarah adalah kesanggupan untuk menjadi-
kan dialog kepada semua pihak dan sekaligus dapat menghargai
sumbangan pemikiran yang muncul. Dengan demikian, tiap
keputusan merupakan aspirasi semua pihak.

Sikap yang berlandaskan pada nilai-nilai yang telah disebut-
kan di atas amat penting dalam perkembangan masa kini. Di
samping mengandung esensi keteladanan juga sekaligus akan
menumbuhkan inspirasi positif bagi masyarakat luas. Dengan
demikian, prinsip-ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun
karso, dan tut wuri handayani”' mampu mewarnai pola

kepemimpinan bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Nilai Pengendalian Diri

Seorang Antropolog-filsuf Jerman bernama Arnold Gehlen,?
pernah memberi definisi tentang manusia sebagai makhluk
bebas lingkungan (umweltfreies wesen). Sifat tersebut meng-
akibatkan kedudukan manusia terhadap lingkungan adalah labil.
Labilnya kedudukan manusia terhadap lingkungan ini karena
morfologis (yaitu menurut bentuk konstitusi tubuhnya)
manusia adalah ’binatang” yang paling lemah peralatan tubuh-
nya dibandingkan dengan binatang-binatang lainnya. Organ-
organ tubuhnya belum disesuaikan secara pasti dengan ke-
butuhan dan dengan lingkungan.

1Lihat buku UUD 1945, P4, & GBHN, 1986:293,
2Pendapat tersebut dikutip dari Ignas kleden 1987 :: 142,



127

Kedudukan yang labil terhadap lingkungan berarti pula
kedudukan yang merdeka terhadap lingkungan. Bagi manusia
lingkungan bukanlah suatu yang diberikan, bukan suatu gabe,
melainkan tugas, suatu aufgabe karena memang tidak ada ha-
bitat yang spesifik. Oleh karena itu, ia harus membangun dan
mengembangkan sendiri dalam kebudayaan; demikian pula ke-
butuhan manusia adalah sesuatu yang berkembang di dalam dan
bersama dengan kebudayaan. Antropolog seperti B. Malino-
wski' misalnya, sudah berusaha membuktikan banyak ke-
butuhan yang ternyata canggih di dalam kebudayaan manusia,
pada hakikatnya merupakan derivasi/turunan dari beberapa
kebutuhan dasar yang bersifat biologis. Perkembangan kebutuh-
an ini dimungkinkan dalam kebudayaan, karena terhadap
kebutuhannya manusia selalu dapat memberikan Respons yang
bersifat kebudayaan, yang mengakibatkan pemenuhan kebutuh-
an pada tingkat biologis justru menimbulkan kebutuhan baru.
Hal itu terkait dengan kecenderungan yang ada pada manusia,
yang senantiasa mengembangkan kehidupannya sampai titik
derajat yang seakan-akan tanpa batas. Kemampuan manusia
untuk melakukan hal itu kadang-kadang menutupi kenyataan,
bahwa mungkin manusia menghadapi masalah-masalah dasar
yang harus diatasinya, apabila ia ingin mempertahankan eksis-
tensinya. Masalah-masalah tersebut tidak hanya menyangkut
eksistensinya secara fisik, akan tetapi juga secara psikologis.

Tanpa memerlukan penelitian khusus tampaknya kita dapat
berprasangka, bahwa usaha-usaha yang dilakukan manusia
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut selalu terus
berkembang. Kebutuhan-kebutuhan akan pangan, papan dan
sandang misalnya, sebagai bagian dari kebutuhan bio-sosial
atau fisik berupaya dipenuhi seoptimal mungkin. Pada titik
tertentu mungkin masih dapat disebut sebagai batas takaran

lPeriksa dan bandingkan dengan bahasan
Koentjaraningrat mengenai teori fungsional B. Malinowski dalam buku berjudul
Sejarah Teori Antropologi Seri I, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1980
170 ~172,
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minimal yang dimutlakkan oleh kebutuhan bio-sosio atau fisik.
Tetapi jika manusia telah dirasuki oleh dorongan ’keinginan
meraih lebih’’ di luar batas-batas kemampuannya yang se-
sungguhnya terbatas ada pada dirinya maka persoalan dilematis
psikologis mulai menghadangnya. ’Menghalalkan semua cara’’
tampaknya salah satu konsekuensi dari dilema di atas: korupsi
atau penyalahgunaan wewenang, pencurian, perampokan,
teror dan sebagainya merupakan sebagian dari contoh-contoh
yang sering muncul ke permukaan.

Sifat-sifat keserakahan yang dilukiskan melalui figur raksasa
dalam ajaran-ajaran agama mulai merasuk dalam diri manusia.
Menghalalkan semua cara demi tercapainya kebutuhan yang
kadang-kadang di luar batas wajar selanjutnya juga menye-
babkan manusia berperilaku di luar batas-batas takaran moral
(asuri sampat). Pertengkaran, pergolakan, pembunuhan, pemer-
kosaan dan tindakan-tindakan kriminalitas lainnya mewarnai
perilakunya dalam kehidupan ini.

Di dalam ”Dharma Sasana’ sebagian atau keseluruhan
dari kecenderungan sifat-sifat manusia itu juga mendapatkan
tandasan. Sad ripu, Asta dewi yang kedua-duanya dianggap
sebagai musuh-musuh yang bersemayam dalam diri manusia,
dan sad tetayi sebagai perilaku yang dianggap menyimpang
menurut takaran moral, adalah contoh-contoh yang disebutkan
-sebagai tindakan amoral.

Semua contoh di atas merupakan akibat yang tidak ter-
pisahkan dari adanya kecenderungan manusia untuk berupaya
memenuhi kebutuhan bio-sosio, psikologis atas dasar kepenting-
annya sendiri. Masalah “keperdulian”, baik terhadap sesama,
ataupun lingkungannya dalam arti luas, tampaknya tersisih
dalam hakikat dirinya.

Memang tidak ditemukan secara khusus dalam “Dharma
Sasana’ mengenai petunjuk yang dapat dilakukan oleh manusia
dalam mengatasi musuh-musuh yang bersemayam pada diri
manusia tersebut. Tetapi tandasan nilainya selalu menekankan
agar manusia senantiasa mewaspadai musuh-musuh itu. Upaya
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yang disodorkan oleh “Dharma Sasana” adalah dengan “pe-
ngendalian diri” yaitu mencakup adanya usaha-usaha manusia
untuk mewaspadai dan sekaligus menghindari dan meniadakan
dorong-dorongan nafsu naluriah seperti itu pada diri masing-
masing.

Walaupun tidak persis sama, dalam “Pancasila” pun menan-
daskan pentingnya pengendalian diri’ bagi terciptanya kese-
larasan, keserasian, dan keseimbangan bagi berkembangnya
eksistensi manusia tersebut. Rumusannya secara singkat sebagai
sikap hidup, adalah (1) kepentingan peribadinya tetap diletak-
kan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai makhluk
sosial dalam kehidupan masyarakatnya, dan (2) kewajibannya
terhadap masyarakat dirasakan lebih besar daripada kepentingan
peribadinya.

Dengan demikian, nilai pengendalian diri tersebut dapat
berperanan dalam pembinaan sikap dan keperibadian bangsa
yang menjunjung tinggi harkat manusia yang manusiawi, dan
sekaligus juga menjadi dasar terbentuknya keperibadian yang
mawas diri. Sikap ini akan semakin penting terlebih-lebih dalam
menghadapi globalisasi yang melanda dunia dewasa ini.

Nilai Tata Susila

Nilai tata susila adalah tahap yang paling luhur yang di-
hayati sebagai sistem kognitif yaitu berupa kerangka pengetahu-
an dan keyakinan yang memberikan pedoman bagi orientasi
setiap orang yang hidup dalam kebudayaan. Selanjutnya, kebu-
dayaan itu sendiri adalah pengetahuan kolektif (shared know-
ledge), yang akan menentukan persepsi bagi perilaku individu
yang mendukungnya. Persepsi individu dalam tata susila selalu
melibat aturan tingkah laku yang realistis dan beraturan (onfo-
logi dan kosmologis). Oleh karena itu, diterima sebagai pan-
dangan hidup. Apakah di dalamnya mencakup yang material
maupun spiritual. Di samping itu, tata susila sebagai sistem nilai

1Periksa kembali buku : Bahan Penataran UUD 1945, P4 dan GBHN, 1986
285 - 287.
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juga mencakup peraturan dari nilai-nilai tersebut. Pada titik
inilah ditentukan: apakah sistem nilai itu dapat dijelmakan
menjadi sistem tingkah laku, perbuatan dan tindakan. Dalam
hal ini masih tampak adanya timbangan yang memberi peluang
terhadap pilihan dalam tindakan yang bertata susila. Tetapi
tidak sampai kepada tindakan yang bertentangan dengan aturan-
aturan nilainya. Kalau hal ini terjadi maka tindakan tersebut
akan dikatakan asusila.

Dalam Dharma Sasana’ yang menekankan nilai tata susila
dengan ajarannya yang disebut: Dasakramaparamarta, Dasa
Dharma, dan Asta pangradana, tidak mempunyai maksud agar
individu dapat melakukan seutuhnya dari keseluruhan butir
yang ditawarkan. Setidak-tidaknya diharapkan dapat melakukan
sebagian dan secara terus-menerus berupaya meningkatkannya.
Hal ini disadari mengingat adanya beberapa kemungkinan seper-
ti: sifat-sifat relatif dari persepsi individu tersebut, kemampuan
indria, dan berbagai pengaruh keadaan yang berkembang.

Adanya persepsi relatif terhadap nilai-nilai yang diharapkan,
seperti misalnya apa yang disebut dengan ’benar’ dan ’salah”
memberi petunjuk bahwa ajaran “tata susila’ dalam ’Dharma
Sasana” bukan memutlakkan satu nilai utuh dalam tin-
dakan. Melainkan hanya menganjurkan suatu nilai kehidupan
untuk berusaha dilaksanakan.

Kemampuan indria, mencakup adanya kemungkinan manu-
sia itu kadangkadang lupa untuk melakukan sesuatu sesuai de-
ngan pedoman tingkah laku dalam tata susila. Misalnya satya
dalam Dasa Dharma mengharapkan agar orang teguh akan janji.
Jika misalnya ia lupa akan janjinya itu tidak berarti ia telah
mengingkari satya.

Pengaruh keadaan yang berkembang pada diri manusia yang
memungkinkan ia tidak seutuhnya dapat berperilaku sesuai de-
ngan tata susila, misalnya karena sakit. Pada kondisi seperti
ini tidaklah dianjurkan melaksanakan ”’semadi” (dalam arti
tidak tidur semalaman suntuk) seperti yang terdapat dalam
dasakrama paramarta.
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Dengan demikian, mengingat ajaran tata susila dalam
”Dharma Sasana” itu tidak memutlakkan suatu peraturan nilai
yang berderajat “harus” maka nilai tata susila itu tampaknya
banyak yang dapat dipetik dan diterapkan dalam kehidupan
masa sekarang Atau dengan kata lain, nilai-nilai tata susila da-
lam ’Dharma Sasana’’ secara umum masih dapat relevan dengan
kebutuhan perilaku manusia masa kini dan mendatang

Tidak tergolong ke dalam tiga nilai utama yang telah diurai-
kan di atas, tampaknya masih terdapat beberapa nilai yang juga
secara umum memiliki relevansi dalam pembinaan dan pengem-
bangan kebudayaan nasional. Nilai-nilai yang akan diuraikan se-
lanjutnya merupakan butir-butir bagian akhir dari ”’Dharma Sa-
sana” yaitu di antaranya: pantangan dalam pembatasan perka-
winan, menggugurkan bayi dalam kandungan, dan nilai pemberi-
an sedekah.

Pantangan Perkawinan

Nilai yang mengatur batas-batas hubungan dalam perkawin-
an yang disebut “patita” secara umum cukup relevan dengan
kebudayaan kita yang juga menjunjung tinggi harkat manusia
yang beradab. Adanya berbagai ketentuan yang mengatur hu-
bungan perilaku seksual pada hakikatnya akan memperkokoh
eksistensi manusia di dalam pranata keluarganya. “'Patita”
seperti telah mendapat uraian dalam seksi-seksi sebelumnya,
berintikan suatu larangan di sekitar hubungan-hubungan perka-
winan. Larangan itu mencakup ketentuan-ketentuan yang
menegaskan batas-batas perilaku: dengan siapa seseorang di-
larang melakukan hubungan perkawinan. Larangan seperti itu
penting, terlebih-lebih untuk membatasi ruang gerak dari ke-
mungkinan munculnya praktek-praktek promisuittas akibat se-
makin lemahnya pranata kekerabatan dalam mengatur hubung-
an antar insan. Adanya pengaturan kelakuan-kelakuan seksual
seperti itu menyebabkan seorang laki-laki dalam pengertian ma-
syarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain
tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu yang
telah dilegitimasi melalui perkawinan. Hakikat dari suatu per-
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kawinan, kecuali sebagai perbuatan seksual erat terkait dengan
fungsi-fungsi kemasyarakatan seperti misalnya penentuan hak
dan kewajiban, perlindungan dari hasil persetubuhan yaitu anak-
anak, dan secara luas terkait dengan pemeliharaan eksistensi
kekerabatan.

Sebagai unit terkecil dari sistem kemasyarakatan, pranata
keluarga sebagai akibat dari perkawinan juga mempunyai pe-
ranan yang sangat esensial. Pranata tersebut sekaligus merupa-
kan embrio dari keseluruhan sistem kemasyarakatan yang ada,
termasuk dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan. Mengingat
fungsi maupun peranannya yang hakiki itu maka pranata ke-
luarga merupakan pusat utama dari proses internalisasi, sosiali-
sasi maupun enkulturasi dari cakal bakal terbentuknya keperi-
badian bangsa. Pranata keluarga yang sehat selanjutnya akan
menumbuhkan keperibadian bangsa yang sehat pula. Dengan
demikian, pengaturan kelakuan seksual melalui berbagai keten-
tuan seperti ’patita” itu misalnya, akan memperkokoh eksis-
tensi manusia yang hidup di dalamnya sebagai manusia yang
beradab. Relevansinya juga erat terkait dengan cita-cita yang
terkandung dalam Pancasila. Di sini keluarga sebagai lembaga di
mana individu secara mendasar memperoleh pendidikannya
menjadi amat sentral. Oleh karena itu, pembinaan keluarga me-
lalui berbagai aturan pranata sosial diharapkan merupakan ling-
kungan yang benar-benar dijiwai oleh nilai-nilai moral, dan kon-
firmasinya sekaligus menjadi pangkal pembentukan insan Panca-
silais.!

Pengguguran Kandungan

Terkait pula dengan upaya pembinaan institusi keluarga,
konsep ’brunaha’ atau ”brahmatya’ masih memegang peranan
penting. Karena pada dasarnya konsep tersebut juga mengacu
kepada upaya-upaya pembinaan moral. ”Brunaha’ atau ’brah-
matya’’ seperti telah mendapat uraian pada seksi-seksi terdahulu
adalah merupakan praktek-praktek perilaku yang telah menyim-
pang dari harkat kemanusiaan. Praktek menggugurkan bayi

1periksa dan bandingkan pula dengan uraian-uraian buku: UUD 1945, P4, dan
GBHN, 1984:295.



133

semasa dalam kandungan ataupun juga praktek pembunuhan
bayi secara tegas dilarang oleh ajaran moral, baik agama maupun
Pancasila. Dari sudut pandangan agama tidak terkecuali dalam
agama apa pun perilaku semacam itu merupakan pelanggaran
berat, oleh karenanya selalu akan terkait dengan hukum-hukum
imanen maupun transenden. Dari sudut moral Pancasila praktek
perilaku tersebut amat tidak dapat diterima di dalam sila peri-
kemanusiaan, karena pada dasarnya sangat bertentangan.

Nilai yang ditandaskan melalui konsep brunaha’ misalnya,
menjadi semakin urgen dalam menghadapi berbagai bentuk per-
gaulan remaja yang sedang berkembang. Praktek perilaku sema-
cam itu tidak jarang menjadi isu di dalam kalangan remaja. Mun-
culnya isu-isu seperti : kumpul kebo, free sex , dan sebagainya
adalah sebagian saja dari contoh-contoh yang mengarah kepada
penyimpangan moral.

Di dalam kebudayaan kita di Indonesia yang menganut prin-
sip bahwa setiap hubungan seksual antara laki-laki dan perempu-
an dengan segala konsekuensinya harus secara terintegratif ter-
kait dengan pranata perkawinan. Oleh karena itu, tumbuhnya
cabang bayi dalam kandungan adalah proses lanjut dari terse-
lenggaranya pranata itu. Hubungan seksual di luar nikah seperti
banyak disinyalir terjadi pada kebudayaan Euro—Amerika’
tidak boleh terjadi dan berkembang di dalam kebudayaan Indo-
nesia. Oleh karena itu, harus diadakan berbagai upaya pence-
gahannya. Di sinilah urgensi peranan nilai-nilai yang telah diurai-
kan di atas menjadi semakin sentral. Bahkan dalam berbagai segi
dituntut ikut bertanggung jawab atas perkembangan moral itu
sendiri. Dengan demikian, tidaklah beralasan jika masih ada
kalangan yang menilai secara apriori bahwa ajaran-ajaran moral
yang seringkali terkemas dalam kaidah-kaidah agama hanyalah
dogmatis sifatnya. Ajaran-ajarannya harus semakin ditampilkan
ke permukaan dan diletakkan sebagai bobot sentral dari fondasi
perkembangan moral itu sendiri.

Iperiksa uraian T.O. Thromi, dalam buku: Pokok-Pokok Antropologi Budaya,
1984:87.
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Melakukan Sedekah

Mendermakan sebagian dari finansial ataupun nilai tambah
yang dimiliki adalah merupakan suatu unsur penting yang hidup
dalam masyarakat Indonesia. Tolong-menolong, gotong royong
maupun dalam bentuk persekutuan kerja sama lainnya
amat dijunjung tinggi sebagai tatanan moral dalam kebudayaan
kita. Sekaligus pula menjadi salah satu ciri dan identifikasi dari
kebudayaan Indonesia.

Sedekah (punia) pada hakikatnya juga merupakan salah satu
perwujudan dari esensi tolong-menolong ataupun gotong ro-
yong yang dilembagakan melalui pranata agama (Hindu). Di
dalamnya tercakup suatu keyakinan bahwa derma yang dilaku-
kan dengan penuh keikhlasan dapat memberi arti terhadap ke-
hidupan ini. Bukan saja kepada orang lain yang menerimanya
tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dalam konsep agama (Hindu)
derma (dana punia) juga menjadi bagian penting dari tujuan
agama dan oleh karenanya merupakan salah satu kewajiban
penting. Dana punia bukan saja berwujud material tetapi juga
dapat berwujud nonmaterial. Oleh karena itu, di samping derma
dapat berwujud berbagai finansial fisik, dapat juga dilakukan
melalui sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi orang
lain. Termasuk juga di dalamnya seperti petuah-petuah suci,
ataupun nasehat-nasehat yang berguna bagi akhlak moral.
Bahkan dalam keyakinan Hindu, punia dalam wujud terakhir
ini diyakini memiliki gradasi utama dan sangat mulia pahala-
nya.

Nilai-nilai yang telah disebutkan di atas di samping relevan
dengan kebudayaan Indonesia juga memiliki peranan yang se-
makin strategis di dalam rangka pembangunan. Tertanamnya
sikap untuk mendermakan secara ikhlas berbagai nilai tambah
yang ada merupakan potensi penting bagi tercapainya tujuan
pembangunan itu.

Pada bagian lain dari ”"Dharma Sasana” yang masih terkait

dengan derma (punia) ditandaskan pula mengenai cara-cara da-
lam pelaksanaannya. Setiap melakukan derma (punia) harus
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selalu memperhitungkan hal-hal seperti: ketepatan sasaran, dan
waktu memberikannya. Nilai ini penting, karena apabila hal itu
tidak diperhitungkan dikhawatirkan derma yang dilakukan itu
tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Disadari bahwa seringkali
terjadi berbagai kasus penyimpangan dalam mengarahkan man-
faat dari derma itu. Dalam pemberitaan mass media seringkali
diberitakan mengenai penyalahgunaan dari suatu sumbangan
yang semestinya untuk kepentingan kemanusiaan. Tetapi oleh
karena situasinya menjadi lain akhirnya sumbangan tersebut
digunakan justru untuk menyengsarakan umat manusia. Dalam
uraian-uraian terdahulu juga telah digambarkan oleh epos Ra-
mayana, bagaimana akibat dari keteledoran Shinta ketika ia
memberikan sedekah kepada orang yang tidak tepat menerima-
nya, yaitu brahmana palsu siluman dari Rawana. Ternyata se-
dekahnya justru mencelakakan dirinya sendiri.

Suluh-suluh yang telah ditandaskan di atas menjadi semakin
penting dalam perkembangan masa ini maupun mendatang.
Tumbuh dan berkembangnya sikap dan perilaku untuk berder-
ma dalam masyarakat perlu terus dipupuk. Tetapi asas nilai ter-
sebut juga harus dibarengi dengan tumbuhnya nilai-nilai lainnya
yang bersifat progresif, seperti ketelitian ataupun kecermatan,
dan lain-lain.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam ali-
nea-alinea terdahulu, tampaknya moto: “membangun tradisi
tanpa sikap tradisional”’ menjadi dasar dan landasan pemikiran
dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.
Moto atau pernyataan di atas mengacu kepada suatu implikasi
bahwa kemunculan sikap-sikap modernitas yang .dipacu oleh
gerakan kebudayaan baru tidak serta merta berada dalam jarak
yang terputus dengan tradisi. Kerangka pemikiran inilah selan-
jutnya menjadi landasan dalam membina dan mengembangkan

1Moto ini sebelumnya adalah suatu judul bab dari serangkaian uraian mengenai
dilema kebudayaan di Indonesia yang mengisi buku : Sikap Ilmiah dan Kritik Kebu-
dayaan. Igni Kleden, 1987:214.
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kebudayaan nasional. Kebudayaan tradisional yang cenderung
ditandai dengan sikap-sikap ekspresif dapat berjalan selaras
dengan kebudayaan baru yang cenderung progresif. Langkah
pembinaan dan pengembangannya berpangkal dari upaya un-
tuk menghubungkan atau mengintegrasikan perkembangan
keduanya dalam suatu dialektika yang produktif.

Cukup nyata kiranya bahwa tradisi merupakan tiang topang
kebudayaan yang harus dibangun. Di sini amat diperlukan usa-
ha yang dilandasi oleh kesadaran dan disiplin yang ketat dengan
tetap berpedoman pada usaha-usaha tradisi tetapi sekaligus ti-
dak menyerah pada sikap tradisional dan membuka ufuk baru
bagi perkembangan. Sudah jelas bahwa bidang apa pun yang
ingin dilakukan tanpa berlandaskan pada tradisi itu sendiri
niscaya akan menghadapi sekurang-kurangnya salah satu dari
dua kesulitan berikut. Pertama, kesulitan bagi seseorang untuk
mengetahui state of the art dari suatu perkembangan. Kedua,
gerak perkembangan yang bersifat progresif sulit dilakukan
karena pemberian yang dilakukan (misalnya karena ketiadaan
tradisi yang bisa direferensi) bisa saja merupakan pengulangan
belaka dari apa yang sebelumnya pernah dilakukan.

Oleh karena itu, peranan nilai hars dapat diarahkan kepada
upaya-upaya seperti: (1) penata sikap tingkat laku, (2) pem-
bentuk identitas, dan (3) pembangunan kualitas manusia.

Sesuai dengan sifatnya, nilai ekspresif pada dasarnya cende-
rung ditandai oleh sejumlah ciri seperti misalnya, satia, mengu-
tamakan sifat-sifat kolektif, anonim, dan mistis maupun mitolo-
gis. Namun nilai-nilai ini adalah merupakan initi dan karakter
dasar dari perilaku kehidupan sebagian besar bangsa kita dan
oleh karenanya sangat sentral posisinya, sedangkan nilai progra-
sif pada umumnya ditandai oleh sejumlah ciri antara lain mi-
salnya, dinamis, individualisme, egoisme, intelektualisme, dan
maupun materialisme. Namun mengingat nilai-nilai ini bukan
merupakan inti dan karakter dasar bangsa kita maka posisinya
berada pada posisi peri-perial. Upaya untuk menyeleraskan hu-
bungan dua diktum nilai tradisi di atas kiranya pendekatan
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transformasi dapat merupakan salah sat alternatif dalam pem-
binaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Pendekatan
transformasi nilai itu dapat ditempuh melalui :

1) memantapkan nilai okspresif yang telah ada di posisi sentral
sehingga tetap kokoh sebagai landasan fundamental karakter
bangsa;

2) Mengembangkan nilai-nilai progresif yang produktif yang
masih berada pada posisi peri-perial. Di sini tidak semata-
mata membuangnya untuk mempertahankan utuhnya nilai
tradisional, melainkan menempatkannya pada posisi yang
wajar demi kesimpangan dari tradisi tersebut sesuai dengan
perkembangan;

3) menjaga kondisi equalibrium dari kedua tradisi sehingga te-
tap berada dalam hubungan yang saling mengisi dan ber-
daya guna bagi kepentingan umum,

Pendekatan di atas tampaknya memberikan tempat yang
harmonis dalam setiap kehidupan. Tradisi ada bukan untuk
“diterima” atau “ditolak”, melainkan untuk dipertimbangkan
kembali, dikerjakan kembali dan disesuaikan kembali sesuai
dengan keperluan baru. Demikian misalnya secara tidak disadari
telah merasuk ke dalam tradisi kita suatu nilai, seperti menghar-
gai waktu, efisien, cermat, dan lain sebagainya. Begitu pula se-
cara tiak disadari tidak sedikit nilai tradisional yang sesungguh-
nya pernah mengakar dalam kebudayaan kita menjadi semakin
melemah peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh-
contoh untuk yang tersebut terakhir ini cukup banyak ditemu-
kan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa saja di antaranya
seperti: nilai-nilai kesehatan tradisional, nilai anak dalam keluar-
ga, nilai-nilai hubungan interaksi sosial. dan lain sebagainya.
Selanjutnya, pendekatan tersebut memang tampaknya lebih
menekankan adanya proses evolusi yang pada akhimya dapat
menyentuh kesadaran sosial secara luas. Proses berlangsungnya
adopsi nilai semacam ini memang relatif lama dan bahkan ka-
dang-kadang tidak disadari seutuhnya kapan hal itu mulai ber-
langsung. Pembinaan dan pengembangan di sini lebih diartikan
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sebagai upaya-upaya menuntun gerak atau proses dari perkem-
bangan tradisi tersebut. Keuntungan dari langkah-langkah ini
akan jelas terlihat pada adanya pelembagaan dari nilai-nilai ter-
sebut dalam struktur sosial. Berbeda dengan kebijaksanaan yang
lebih menandaskan pada cara-cara reformasi atau lebih dramatis-
nya lagi revolusi, seringkali tidak secara mudah dapat menyen-
tuh kesadaran sosial itu sendir terlebih-lebih dapat menjelma
sebagai struktur sosial. Malahan kadang-kadang justru akan me-
nimbulkan berbagai kesenjangan budaya (culture lag). Hal ini
terjadi akibat nilai-nilai baru yang dipaksakan itu kurang mam-
pu diadopsi dalam alam kognitif masyarakat dalam waktu sing-
kat. Kalau tidak dapat dilakukan biasanya hanya merupakan
kesadaran terbatas dari sejumlah individu yang menerimanya
di masyarakat. Tetapi yang lebih mengecewakan, tidak jarang
terjadi sikap-sikap yang semu dan hanya muncul apabila ada
pengawasan yang dirasakan memaksa.

Pada bagian yang lainnya terutama untuk menghindari
munculnya penyalahgunaan dari hubungan integratif nilai-nilai
tersebut seperti misalnya adanya praktek-praktek manipulasi,
pengawasan (kontrol) tetap dirasakan perlu. Pengawasannya bu-
kan saja dilakukan oleh pemerintah tetapi juga melalui kontrol
sosial. Tanpa adanya pengawasan (kontrol) pengawinan dari dua
diktum nilai (ekspresif dan progresif) dikhawatirkan dapat di-
arahkan menjadi suatu praktek-praktek manipulasi. Contoh-
contoh tersebut terakhir ini dapat disebutkan misalnya bersatu-
nya nilai derma atau ”punia’” dan nilai pengumpulan dana (ka-
pital) diarahkan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. Atau
iklan-iklan yang berdalih derma, dan lain sebagainya.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas beberapa kesimpulan yang

dapat ditarik antara lain adalah :

1)

2)

3)

naskah lontar ”Dharma Sasana” berbentuk puisi Bali tradi-
sional yaitu geguritan yang ditulis dengan huruf Bali dan
menggunakan bahasa Bali Kapara dan Jawa Kuna. Geguritan
ini dirangkai dengan beberapa pupuh seperti: Ginanti,
Semarandana, Sinom, Pucung, Mijil, Kumambang, Dandang,
Girisa, Durma, Juru Demung, dan Megatruh;

nilai-nilai yang terkemas di dalam lontar ”"Dharma Sasana”
pada umumnya berintikan ajaran agama Hindu. Namun
walaupun demikian, ’Dharma Sasana” tidak tergolong ke
dalam Smertti agama. Nilai-nilai tersebut adalah merupakan
landasan-landasan dasar dari tuntunan perilaku di dalam ke-
hidupan manusia di Masyarakat;

nilai-nilai dasar tuntunan prilaku yang ditandaskan di dalam

”Dharma Sasana” pada hakikatnya mencakup. nilai-nilai

tuntunan dalam kepemimpinan, pengendalian diri, dan

nilai-nilai tata susila.

(1) Nilai-nilai yang ditandaskan dalam tuntunan kepemim-
pinan terutama bertujuan membentuk sikap dan peri-
laku kepemimpinan yang teladan dengan memegang
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teguh prinsip-prinsip utama seperti : keberanian, keadil-
an, kecermatan, kesederhanaan dan sebagainya.

(2) Nilai-nilai pengendalian diri menekankan adanya ke-
mauan dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan
diri atau mawas diri dari berbagai pengaruh, baik diri
atau mawas diri dari berbagai pengaruh, baik internal
maupun eksternal.

(3) Nilai-nilai tata susila menandaskan adanya berbagai
perilaku yang dilarang, dan yang dianggap baik untuk
dilaksanakan serta bobot takaran moralnya; dari yang
berbobot moral harus turun ke bobot moral yang di-
anjurkan;

4) Secara akumulatif relevansi dan peranan nilai-nilai ”Dharma
Sasana” dalam upaya pembinaan dan pengembangan Kke-
budayaan nasional adalah cukup manifes.

Walaupun cara penuangan ide-ide dan gagasan-gagasannya
masih  bersifat intensif, imajinatif dan bahkan ada
yang fiktif, namun secara esensial nilai-nilai yang dikandungnya
penuh dengan ajaran-ajaran kebajikan yang relevan dengan
nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Oleh karena itu,
ciri~ciri tradisionalnya yang cenderung bersifat unicum tersebut
dapat dikembangkan menjadi landasan dasar dalam pembinaan
keperibadian bangsa Indonesia secara universal.

Memetik intisari dari kajian nilai yang tersurat dan tersirat
pada bagian-bagian terakhir dari naskah lontar ”Dharma Sasa-
na” tersebut tampaknya nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial,
kemanusiaan, tenggang rasa, serta nilai-nilai yang bersifat cermat
merupakan landasan pokok dari kemasan nilai nilai dari naskah
tersebut. Hal itu tampak, baik dari kajian pantangan perkawin-
an, pengguguran bayi ataupun pembunuhan bayi maupun kajian
mengenai sedekah (punia).

Saran-saran

1) Naskah ”lontar” kuno sebagai salah satu karya sastra
tradisional di Bali pada umumnya berintikan nilai-nilai
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budaya luhur. Di dalamnya terkandung gagasan-gagasan
vital, ide-ide yang luhur yang secara akumulatif mencakup
dasar-dasar pandangan hidup para pendukung kebudayaan
bersangkutan. Mengingat nilai-nilai tersebut adalah merupa-
kan sel-sel inti dari kebudayaan daerah maka usaha-usaha
untuk membina dan mengembangkannya perlu terus dilaku-
kan.

(2) Pembinaan dan pengembangan nilai sebagai sel inti dari

3)

4)

5)

kebudayaan daerah dapat bermanfaat secara komprehensif
yaitu kokohnya sel-sel inti tersebut bagi eksistensi kebu-
dayaan, baik kebudayaan di daerah maupun kebudayaan
nasional.

Manfaat lainnya yang segera dapat dirasakan adalah semakin
kayanya kebudayaan nasional diwarnai oleh sel-sel inti
kebudayaan daerah yang tersebar di Indonesia. Hal ini seka-
ligus pula diharapkan memberikan konfirmasi bali dalam
mengurangi atau kalau mungkin meniadakan sikap-sikap
sterio tipe dalam pandangan kebudayaan dari masing-masing
daerah di Indonesia.

Kokohnya sel inti kebudayaan tersebut diharapkan pula
merupakan kerangka acuan bagi pola adaptabilitas dalam
menghadapi perkembangan kebudavaan yang cenderung
mengarah semakin gelobal. Hal ini sekaligus diharapkan
menjadi landasan dasar bagi pengembangan keperibadian
bangsa Indonesia.

Upaya-upaya transformasi nilai budaya diharapkan tetap

mengarah pada konsepsi :

(a) pemantapan nilai ekspresif,

(b) pengembangan nilai progresif, dan

(c) tetap menjaga hubungan selaras antara nilai ekspresif
dengan nilai progresif, sehingga setiap perkembangan
adalah merupakan proses dinamik yang tetap berlan-
daskan identitas yang utuh.
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